BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai analisis pengelolaan
keuangan desa pada Pemerintah Desa Waling Kecamatan Borong Kabupaten
Manggarai Timur dapat disimpukan bahwa :

1. Penerapan asas transparansi di Desa Waling juga belum sepenuhnya
dijalankan. Pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban, dan
pelaporan, Desa Waling sudah menjalankannya sesuai dengan Peraturan
Mentri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018. Namun pada tahap
pelaksanaan, penatausahaan, pembinaan dan pengawasan memang juga
sudah diusahakan agar sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018,
namun pada beberapa hal masih belum seharusnya, misalnya pada tahap
pelaksanaan  pengelolaan dana desa dan keuangan desa, masyarakat
umum tidak mengetahui penerimaan dan pengeluaran kas desa yang
terjadi, yang mengetahuinya hanya perwakilan masyarakat yang hadir
dalam rapat. Sedangkan yang tidak hadir dalam rapat, tidak dapat
mengetahuinya. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Desa Waling
mengatakan bahwa masyarakat dapat melihatnya melalui baliho yang
dipasang. Namun setelah peneliti melihat baliho yang di pasang tersebut
bukan di pasang diluar kantor desa tetapi di pasang did ala kantor desa;
pada tahap penatausahaan, masyarakat juga tidak bisa mengakses buku-
buku tersebut. Yang bisa mengaksesnya hanya kepala desa, sekretaris

desa, dan bendahara desa; dan untuk tahap pembinaan dan pengawasan,
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masyarakat tidak dilibatkan langsung, yang terlibat dalam pembinaan
hanya TPK dan dalam pengawasan hanya perangkat desa saja

Penerapan asas akuntabilitas di Desa Waling  belum sepenuhnya
diterapkan pada tahap pengelolaan keuangan desa. Pada tahap
penatausahaan, pelaporan dan pembinaan dan pengawasan memang juga
sudah diusahakan agar sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018,
namun pada beberapa hal masih belum seharusnya. Misalnya pada tahap
penatausahaan, penerapan SISKEUDES kurang dapat dipahami secara
baik, dan pelaporan  pertanggungjawaban setiap penerimaan dan
pengeluaran sering kali dilaporkan tidak tepat sebagaimana pada tanggal
yang telah ditetapkan; dan pada tahap pembinaan dan pengawasan hanya
dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

. Penerapan asas partisipatif di Desa Waling belum sepenuhnya diterapkan
dalam tahapan pengelolaan keuangan desa. Pada tahap perencanaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban, Desa Waling sudah menjalankannya
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018,
Namun pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, pembinaan dan
pengawasan memang juga sudah diusahakan agar sesuai dengan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun pada beberapa hal masih
belum seharusnya, misalnya pada tahap pelaksanaan masyarakat tidak
dilibatkan langsung dalam urusan pemerintahan desa; pada tahap
penatausahaan pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat. Keterlibatan
masyarakat dalam proses penatausahaan dana desa dan keuangan desa

lainnya adalah dengan meminta informasi, memberikan masukan,dan
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melakukan audit partisipatif, melakukan pemantauan dalam pelaksanaan

belanja desa serta bekerja sama dengan bendahara untuk menyusun RAB.

Dan pada tahap pembinaan dan pengawasan, pada tahap ini hanya TPK

dan perangkat desa yang terlibat. Masyarakat secara umum tidak ikut

dilibatkan, dan kurangnya partisipatif dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Penerapan asas Tertib dan Disiplin Anggaran di Desa Waling Kecamatan

Borong sudah sepenuhnya diterapkan sesuai dengan Peremendagri Nomor

20 Tahun 2018/

6.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang

telah diambil, maka ada beberapa saran yang akan penulis berikan, yaitu:

1. Saran bagi Pemerintah Desa Waling

a)

b)

Terkait penerapan asas transparansi, Pemerintah Desa Waling
diharapkan agar lebih terbuka kepada masyarakat umum tentang
penerimaan dan pengeluaran kas desa, dan juga terkait baliho yang di
pasang sebaiknya di pasang di luar kantor desa dan di tempat umum
dan terbuka agar masyarakat juga mengetahui besarnya dan dan
realisasi yang terjadi.

Terkait penerapan asas akuntabilitas, pemerintah Desa Waling
diharapkan lebih melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan
atau usulan, diusahakan untuk musyawarah ditingkat dusun lebih
dipertegas lagi. Selain itu, pemerintah Desa Waling diharapkan lebih

mempersiapkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes beserta
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d)

lampirannya yang akan disampaikan kepada Bupati agar tidak
melewati batas waktu yang sudah ditetapkan.

Terkait penerapan asas partisipatif, Pemerintah Desa Waling
diharapkan agar lebih melibatkan masyarakat dalam pembinaan,
jangan hanya TPK yang dilibatkan. Kalau bisa dan memungkinkan,
sebaiknya lebih banyak masyarakat yang dilibatkan. Perlu ditingkatkan
lagi partisipasi masyarakat terkhususnya dalam hal musyawarah.
Sebaiknya semua masyarakat diundang dalam musyawarah yang
diadakan, jangan hanya pihak yang berkepentingan dalam hal ini TPK
dan perwakilan dusun saja.

Pemerintah Desa Waling sebaiknya mempertahankan dan
meningkatkan pencapaian yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

. Saran bagi Masyarakat Desa Waling

Masyarakat Desa Waling diharapkan agar ikut terlibat lebih aktif

pada setiap tahap pengelolaan keuangan desa yang ada. Sebaiknya semua

warga masyarakat ikut hadir dalam musyawarah yang diadakan oleh

pemerintan Desa Waling. Jangan hanya mengutus perwakilan saja.

Masyarakat Desa Waling diharapkan agar tidak bersikap acuh tak acuh

terhadap pengelolaan dana desa dan keuangan desa lainnya, mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, hingga pembinaan dan pengawasan.
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